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ABSTRAK
Tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan baik dengan sengaja 
ataupun tidak  sengaja  dan  mengakibatkan  hilangnya nyawa orang lain.  Kejahatan 
diatur  dalam buku  kedua  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  tentang 
kejahatan antara lain adalah tindak pidana pembunuhan. Pasal 338 KUHP “Barang 
siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan 
dengan pidana penjara paling lama  15 tahun”. Rumusan delik pada Pasal 338 KUHP 
menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa” orang lain, hal ini 
menunjukkan  bahwa  kejahatan  pembunuhan  adalah  suatu  tindak  pidana  yang 
melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif). 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah tanggung 
jawab  pelaku  penganjuran  (uit  lokker)  tindak  pidana  pembunuhan  dalam  hukum 
pidana  ?  (2)  Mengapa  penerapan  hukum  pidana  bagi  pelaku  penganjuran  dalam 
tindak pidana pembunuhan tidak diterapkan secara konsisten  (Studi Kasus Putusan 
MA.No.481K/Pid/2014)?  Penelitian  dalam  tesis  ini  menggunakan  legal  research 
yaitu  penelitian  yang  dititik  beratkan  pada  pengkajian  kaidah-kaidah  atau  norma 
dalam hukum positif, sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu : a.Undang-Undang 
Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945,  b.KUHP.  Penganjuran  adalah  perbuatan 
orang  yang  menggerakkan  orang  lain  untuk  melakukan  perbuatan  pidana  dengan 
menggunakan upaya tertentu yang disebutkan dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP 
Tanggung jawab pelaku penganjuran (uit lokker) tindak pidana pembunuhan dalam 
hukum  pidana  merupakan  bentuk  penyertaan  yang  berdiri  sendiri,  hal  ini  berarti 
bahwa berdasarkan daya upaya yang dilakukan oleh seseorang itu,  oleh penganjur 
tidak perlu dilakukan suatu delik yang selesai penuh (Voltooid), bahkan apabila oleh 
si penganjur dilakukan perbuatan percobaan terhadap suatu delik, maka si penganjur 
tersebut  telah dapat  dipertanggungjawabkan untuk dipidana  sama dengan pembuat 
atau pelaku sebagaimana pasal 55 ayat 2 KUHP bahwa penganjur dapat dipidana dan 
dapat dipertanggungjawabkan kepadanya apa yang dibujukkan atau dianjurkan untuk 
dilakukan  kepada  pelaku  pelaksana  dan  akibat  perbuatannya.  Pembunuhan adalah 
suatu  tindakan  untuk  menghilangkan nyawa seseorang  dengan  cara  yang 
melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Tindak pidana  pembunuhan 
di  Indonesia  diatur  secara gamblang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) khususnya pada Buku II Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, yang 
terdiri dari 13 pasal, yakni mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, 
namun  penerapan  hukum  pidana  bagi  pelaku  penganjuran  dalam  tindak  pidana 
pembunuhan tidak  diterapkan secara  konsisten.  Agar  menimbulkan  efek  jera  bagi 
para  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan,  maka  penegak  hukum  hendaknya 
memberikan hukuman maksimal bagi para pelaku tindak pidana tersebut.Para aparat 
penegak hukum hendaknya konsisten dalam penerapan hukum pidana bagi pelaku 
penganjuran  dalam  tindak  pidana  pembunuhan,  sehingga  tercipta  keadilan  dan 
kepastian hukum bagi masyarakat.
vi
Tinjauan Yuridis...,Sarmili, Pascasarjana 2016
ABSTRACT
Crimes of murder is an act done either intentionally or unintentionally and result in 
the loss of the lives of others. Crime is set in the second book of the Code of Penal 
(Penal Code) on crimes include the crime of murder. Article 338 of the Penal Code 
"Whoever intentionally take the life of another person, shall be punished for murder 
by a maximum imprisonment of 15 years". The formulation of the offense in Article 
338 of  the  Criminal  Code mentions  the  element's  behavior  as  "loss  of  life"  with 
others,  it  shows  that  the  crime  of  murder  is  a  crime  that  prohibits  certain 
consequences  (resulting  from  prohibited  or  due  to  constitutive).  The  problems 
discussed  in  this  study  were  (1)  How  is  the  responsibility  of  the  perpetrators 
advocacy (uit lokker) the crime of murder in criminal law? (2) Why is the application 
of  criminal  law for  the  perpetrators  of  the  criminal  act  murder  advocacy are  not 
applied consistently (Case Study Decision MA.No.481K / Pid / 2014)? The research 
in this thesis uses legal research is the research emphasis on the assessment rules or 
norms of positive law, the criminal justice system in Indonesia, namely: a.Undang 
Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, b.KUHP. Advocacy is the act of 
people  who mobilize  others  to  commit  a  criminal  act  by using specific  measures 
mentioned in Article 55 paragraph (1) of the 2nd Criminal Code of Responsibility 
offender advocacy (uit lokker) the crime of murder in the criminal law is a form of 
participation that stands alone, this means that based on the efforts undertaken by a 
person that, by advocates need not be made an offense that finished full (Voltooid), 
even if by the advocates do deeds trial of an offense, then the proponent has been 
accountable  for  the  punishment  shall  be  equal  to  makers  or  actors  as  article  55 
paragraph 2 of the Criminal Code that advocates may be liable and accountable to 
him what recommended to be done to the perpetrators of the executor and as a result 
of  his  actions. Murder  is  an  act  to  take  the  life  of  someone  in  a  way  which  is 
unlawful,  or  which are  not against  the law.  Crimes of murder  in Indonesia  is  set 
explicitly in the Code of Penal (Penal Code), especially in Book II, Chapter XIX of 
the Crimes Against Life, which consists of 13 chapters, ie starting from Article 338 to 
Article  350  of  Criminal  Code,  but  the  application  of  criminal  law  advocacy  for 
perpetrators of murder in a criminal act is not applied consistently. In order to create a 
deterrent  effect  for the perpetrators of the crime of murder,  then law enforcement 
should give the maximum punishment for the perpetrators of criminal acts tersebut. 
Law enforcement officials should be consistent in the application of criminal law for 
the offender advocacy in the criminal act of murder, so as to create fairness and legal 
certainty for community.
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